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ABSTRAK 

“PENGAWASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN 

BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP HAK ATAS TANAH MENURUT 

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN 

ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA 

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KOTA 

PALEMBANG”. 

AMELIA PUTRI ALKAD 

Pengawasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap 

Hak atas Tanah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pihak berwenang melakukan 

penyelidikan atau klarifikasi terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang atau 

pungutan liar (pungli) yang terkait dengan pelayanan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) seperti contohnya adalah kasus-kasus pemberian 

diskon atau keringanan pajak yang tidak sesuai prosedur. Bentuk pengawasan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu Kantor Pertanahan 

hanya akan memproses pendaftaran peralihan hak (balik nama sertifikat) setelah 

wajib pajak menyerahkan bukti lunas BPHTB dan Akta dari PPAT (Pejabat 

Pembuat Akta Tanah) yang sudah tervalidasi. Adapun rumusan masalah pada 

penelitian ini yaitu apa Dasar Penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan di Kota Palembang dan bagaimana bentuk pengawasan terhadap 

Pungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Palembang. 

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah Metode Empiris. Metode 

Empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara, 

metode ini dilaksanakan ke lapangan untuk melakukan penelitian. Dasar 

Penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota 

Palembang ialah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 yaitu Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah yang mengatur dan menetapkan jenis-jenis pajak daerah dan 

retribusi daerah, tarif pajak, subjek dan objek pajak, subjek dan objek retribusi, 

serta tata cara pemungutan, sesuai dengan Undang-Undang terbaru. Kemudian 

Bentuk Pengawasan terhadap pungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) yaitu pengawasan dari lingkup Internal. Pada pengawasan ini 

Pimpinan yang mengawasi pungutan tersebut. Pungutan wajib pajak dilaporkan ke 

Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. Pengawasan ini diawasi oleh 

Pimpinan, Kasubbid, dan Kabid.    

 

Kaltal Kuncil : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Hak atas 

Tanah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pengawasan. 
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AlBSTRAlCT 

"SUPElRVIlSIlON OF LAlND AlND BUIlLDIlNG RIlGHTS AlCQUI lSIlTIlON 

DUTY (BPHTB) ON LAlND RIlGHTS AlCCORDIlNG TO LA lW 

NUMBElR 20 OF 2000 CONCE lRNIlNG A lMElNDMElNTS TO LA lW 

NUMBElR 21 OF 1997 CONCElRNIlNG LAlND AlND BUIlLDIlNG 

RIlGHTS AlCQUIlSIlTIlON DUTY (BPHTB) IlN THEl CIlTY OF 

PAlLElMBAlNG” 

AlMElLIlAl PUTRIl AlLKAlD 

Supervision of Land and Building Acquisition Fee (BPHTB) on Land 

Rights according to Law Number 20 of 2000 concerning Amendments to 

Law Number 21 of 1997 concerning Land and Building Acquisition Fee 

(BPHTB) is the authority to conduct investigations or clarifications on 

allegations of abuse of authority or extortion (pungli) related to the 

service of Land and Building Acquisition Fee (BPHTB) such as cases of 

granting discounts or tax relief that do not comply with procedures. The 

form of supervision of Land and Building Acquisition Fee (BPHTB) is that 

the Land Office will only process the registration of transfer of rights 

(change of name on the certificate) after the taxpayer submits proof of 

payment of BPHTB and a validated Deed from the PPAT (Land Deed 

Making Official). This is a key mechanism to prevent leaks. The 

formulation of the problem in this study is what is the Basis for 

Determining Land and Building Acquisition Fees in Palembang City and 

what is the form of supervision of Land and Building Acquisition Fees in 

Palembang City. The method used in this thesis is the Empirical Method. 

The Empirical Method is a research conducted by means of observation 

and interviews, this method is carried out in the field to conduct research. 

The Basis for Determining Land and Building Acquisition Fees (BPHTB) 

in Palembang City is Regional Regulation Number 4 of 2023, namely 

Regional Taxes and Regional Levies which regulate and determine the 

types of regional taxes and regional levies, tax rates, tax subjects and 

objects, subjects and objects of levies, and collection procedures, in 

accordance with the latest Law. Then the Form of Supervision of Land and 

Building Acquisition Fees (BPHTB) levies is supervision from the Internal 

scope. In this supervision, the Leader supervises the levy. Taxpayer levies 

are reported to the Palembang City Regional Revenue Agency. This 

supervision is supervised by the Leader, Sub-Division Head, and Division 

Head. 

Kelywords: Land and Building Acquisition Tax (BPHTB), Land Rights, 

Regional Original Revenue (PAD). 
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BAB I 

PElNDAlHULUAlN 

A. Laltalr Bellalkalng  

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Hutan, air, 

tanah, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah milik negara. 

Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menjadi tempat tinggal 

keluarga dan komunitas serta tempat mereka mencari naskah.
1
  

Pajak merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi kelangsungan 

hidup suatu negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan utama suatu 

negara untuk mencapai kesejahteraan. Tanpa pemungutan pajak, keuangan 

pemerintah pasti akan terpuruk, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. 

Banyak dari negara anggota termasuk Indonesia yang mengandalkan pendapatan 

pajak sebagai sumber pendapatan utama bagi negara bagian tersebut. Di era 

reformasi ini, negara Indonesia telah mengubah sistem perpajakan yang ada di 

Indonesia. Artinya, sistem yang tadinya terpusat kini beralih ke sistem 

pemungutan pajak daerah, dimana pemerintah pusat hanya menerima sekitar 

proses dari total penerimaan pajak yang dihasilkan. Penerapan otonomi daerah 

mempengaruhi sektor keuangan pusat bagi daerah, sehingga berdampak pada 

adanya sumber pendapatan nasional seperti pajak bumi, bangunan daerah, 

perkotaan, dan bea perolehan tanah. 

                                                           
1
 Fatma Ulfatun Najicha 2021,. “Dampak kebijakan konversi kawasan hutan lindung 

menjadi kawasan pertambangan akan menyebabkan degradasi hutan pada tahun, Jurnal 

Proceeding of Conference on Law and Social Studies, 2021, Palembang, halaman 14 
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Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk 

mewujudkan hubungan keuangan yang adil, efektif, efisien, dan akuntabel antara 

pusat dan daerah, serta meningkatkan pelayanan public dan kesejahteraan 

masyarakat secara merata. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan 

daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan daerah yang 

dipisahkan dari hasil pengelolaan aset daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

lain yang sah untuk meningkatkan kesejahteraan warga setempat tidaklah mudah. 

Dalam proses pengorganisasian rumah tangga itu sendiri, pelaksanaan kegiatan 

dan pengelolaan keuangan, pemerintah daerah harus mempunyai sumber daya 

keuangan yang cukup, dan sumber daya akan meningkat dari tahun ke tahun.
2
 

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berupaya mengoptimalkan sumber daya 

keuangan daerah, diantaranya merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

terdiri dari pajak, pelayanan publik dan hasil pengelolaan aset daerah yang 

merupakan pendapatan asli daerah lain secara individual. Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) berlaku. 

Bertambahnya jumlah penduduk di Sumatera Selatan, tidak mengherankan 

jika pemungut pajak akan berdampak pada pendapatan daerah secara keseluruhan. 

Hal ini tentunya akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) warga kota Palembang yang bekerja dan memperoleh penghasilan dari 

perusahaan yang berpusat di Kota Palembang. Semua orang perseorangan atau 

                                                           
2
 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 5. 
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badan hukum dikenakan pajak penghasilan. Pajak sebagian besar dipungut dan 

dikelola oleh pemerintah pusat, namun pungutan dan pendapatan diserahkan 

kepada pemerintah daerah. Tentunya semakin tinggi pendapatan pekerja di Kota 

Palembang maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya.  

Para imigran sangat berkepentingan untuk tinggal jangka panjang sehingga 

didorong untuk memiliki aset berupa tanah dan bangunan untuk memenuhi 

kebutuhan penghidupan mereka. Selain karena tanah dan bangunan memiliki nilai 

yang menguntungkan, tanah juga dapat digunakan sebagai penyimpan nilai yang 

relatif baik untuk investasi masa depan. Besarnya minat masyarakat untuk 

memilikiharta berupa tanah dan bangunan mempengaruhi besarnya pajak atas Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam transaksi yang terjadi.
3
 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) ini mempengaruhi pelaksanaan kewajiban di 

bidang pertanahan, baik melalui dampaknya terhadap penafsiran ketentuan-

ketentuan tertentu dalam Undang-undang Pokok Agraria (misalnya mengenai 

konsep hak atas tanah) maupun melalui dampaknya tentang Pemenuhan 

Kewajiban terhadap Pemerintah Daerah, khususnya perusahaan jasa di sektor 

pedesaan sertifikat kepemilikan tanah sedang disiapkan. 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional 

(ATR/BPN) memaparkan sejumlah praktik mafia tanah yang mengalihkan hak 

atas tanah atau bangunan menurut pemilik asli. Dirjen Penanganan Sengketa dan 

                                                           
3
 Habibah Ramadhani Nasution, 2024, Analisis Implementasi Pemungutan Pajak Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Indonesia, Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi 

1 (3), Halaman 520-528 
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Perseteruan Pertanahan (PSKP) R.B. Agus Widjayanto menyampaikan praktik-

praktik mafia tanah telah menggurita, lantaran pihak terlibat mulai menurut hulu 

sampai hilir. Kurangnya pengenalan dan syarat ekonomi yang lemah warga pada 

Indonesia mengakibatkan banyaknya perkara pertanahan, seiring menggunakan 

bertambahnya jumlah penduduk pada Indonesia. Perseteruan warga ini perlunya 

payung aturan buat sebagai landasan atau pegangan mereka bila menerima 

pertarungan pada pertanahan. Pemberian kepastian aturan pada bidang pertanahan 

ini, memerlukan perangkat aturan yang tertulis, lengkap dan jelas yang 

dilaksanakan secara konsisten dan sinkron menggunakan jiwa serta isi ketentuan-

ketentuannya. 

Pertanggung jawaban Negara adalah salah satu kewajiban atas tindakan-

tindakan yang melanggar aturan internasional.
4
 Oleh karena itu, pemerintah 

mempunyai kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada warga. 

Perlindungan hukum tersebut merupakan implementasi dari Pancasila, sila kelima 

kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip-prinsip kemanusiaan juga diperlukan 

di sini agar dapat menjamin hukum yang adil bagi warga negara di semua 

tingkatan yang merupakan aspek paling mendasar dalam melindungi hak asasi 

manusia secara bermartabat. Secara luas, maksud menggunakan penegakan aturan 

merupakan suatu bentuk menurut aplikasi nilai menurut analisis kaidah-kaidah 

dan sikap tertib pada lingkungan bermasyarakat, sebagai akibatnya pada 

pelaksanaannya penegakan aturan sebatas aplikasi peraturan perundang-undangan 

                                                           
4
 Intan Sekar Arum, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha. 2021, 

“Pertanggungjawaban Indonesia terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan dalam 

Hukum Internasional”. Jurnal Hukum. Volume 1, Nomor 6. 
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atau keputusan hakim, selain itu juga berkaitan menggunakan beragam faktor 

yang memengaruhinya, baik faktor yang memengaruhinya secara eksklusif 

maupun tidak secara langsung.
5
 

Tanah meomiliki peoranan peonting pada keohidupan rakyat meonjadi prasarana 

pada bidang Peorumahan, Peorindustrian juga Jalan meonjadi Keopeontingan Umum. 

Tanah meomiliki nilai eokonomi yang reolatif tinggi dan tanah bisa dieovaluasi 

meonjadi beonda peormaneon yang bisa dipakai meonjadi tabungan lantaran nilai 

eokonomi dalam tanah seomakin tahun seomakin tinggi meonjadi daya jual pada 

rakyat. Seolain itu, tanah adalah peomukiman beordasarkan seobagian umat insan. 

Asal keohidupan bagi insan yang meoncari nafkah meolalui bisnis peortanian dan 

Peorkeobunan. Akhirnya tanah juga dijadikan peorseomayaman teorakhir bagi seoorang 

yang lahir dan hidup di dunia.
6
 

Masalah peortanahan adalah salah satu seoktor peombangunan yang meomeorlukan 

peonanganan yang sangat beorfokus dan eokstra hati-hati beordasarkan peomeorintah, 

dipeorlukannya eokstra keohati-hatian ini lantaran tanah adalah keobutuhan yang 

sangat peonting bagi masyarakat, disinilah posisi peomeorintah pada meonangani 

peortarungan peortanahan dihadapkan dalam peorkara yang seorba sulit. Pada sisi 

meonjadi peomeorintah, meomiliki keowajiban buat meolindungi, meongatur keoteortiban, 

dan keoseojahteoraan masyarakat, dan dalam sisi lain. Tuntutan peorceopatan 

                                                           
5
 Himmatul Izza Nur Fadhila, Fatma Ulfatun Najicha. Pentingnya Memahami dan 

Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila di Lingkungan Masyarakat. Jurnal Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan. Volume 4, Nomor 2. 2021. 
6
 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, 

Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Halaman 59 
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peombangunan eokonomi yang wajib dipacu yang dalam akhirnya meombutuhkan 

tanah meonjadi pijakan eokonomi teorseobut.
7
 

Diteotapkannya Beoa Peoroleohan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

seobagai tanggung jawab wilayah, meonurut peorumusan keobijakan, aplikasi 

peomungutan, dan peomanfaatan peondapatan Beoa Peoroleohan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB). Tugas dan tanggung jawab wilayah untuk meondapatkan 

peongalihan Beoa Peoroleohan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) peorlu diatur 

dan diteotapkan meonggunakan suatu peoraturan, seobagai akibatnya seotiap wilayah 

teordorong buat seogeora meompeorsiapkan seogala seosuatu yang diharapkan untuk  

peomungutan Beoa Peoroleohan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

Peomungutan Beoa Peoroleohan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)  diawali 

meonggunakan Peoraturan Daeorah (Peorda). Oleoh kareona itu, salah satu indikator 

yang bisa dipakai untuk meolihat keosiapan wilayah meomungut Beoa Peoroleohan Hak 

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) meorupakan peorkeombangan peoneorbitan Beoa 

Peoroleohan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) keopada kabupateon atau kota 

dari waktu keo waktu.  

Hal ini meonjadi peorseoteoruan dalam peonulisannya meongeonai peomungutan Beoa 

Peoroleohan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan ukuran keoeofeoktivan 

peomungutan pajak BPHTB seoleosainya adanya peoralihan beordasarkan peomeorintah 

seontra keo peomeorintah daeorah untuk dijadikan daeorah.
8
 

                                                           
7
 Muhammad Arba, Hukum Agraria, Sinar grafika (Jakarta 2021), Halaman 9-10 

8
 Yohana Danut dan Ary Yunita Anggraeni, “Analisis Efektivitas Pelaksanaan 

Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap 
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Beoa Peoroleohan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) meorupakan pajak 

yang dikeonakan atas peoroleohan hak atas tanah dan atau bangunan,  seolanjutnya 

dianggap Pajak. Beoa Peoroleohan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam dasarnya 

dikeonakan atas seotiap peoroleohan hak yang diteorima oleoh orang eoksklusif atau 

badan yang meonjadi aturan teorjadinya pada Wilayah Hukum Neogara Indoneosia. 

Pajak Beoa Peoroleohan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang 

didasarkan pada dasar hukum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 dan pajak 

atas peoroleohan hak atas tanah dan bangunan meorupakan pajak yang dipungut atas 

peoroleohan hak atas tanah dan/atau bangunan meonyatakan bahwa akan ada 

dipungut dari pajak pusat. Oleoh kareona itu, mulai tanggal 1 Januari 2011, Kantor 

Peolayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) tidak lagi meombeorikan peolayanan 

administrasi Beoa Peoroleohan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan wajib 

pajak yang meolaporkan peombayaran Beoa Peoroleohan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) teorkait proseos transaksi reoal eostateo yang akan diadministrasikan seocara 

langsung oleoh Peomeorintah Kabupateon atau Kota. 

Peombagian peoran dalam peongeololaan administrasi peorpajakan Beoa Peoroleohan 

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang didasarkan pada peongalaman dan 

keoteorampilan masing-masing individu, seohingga seotiap individu dapat 

meonjalankan tugasnya seocara baik dan maksimal. Meolalui peortimbangan dan 

seoleoksi leobih lanjut teorhadap usulan pribadi, peombagian tugas harus diseosuaikan 

deongan keoteorampilan dan peongeotahuan agar peolaksanaan tugas eofeoktif. Prinsip 

                                                                                                                                                               
Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan”, Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan 

(Bijak), Volume 3, Nomor 2 (2021), Halaman 16-24. 
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meoneompatkan orang yang teopat di teompat yang teopat meonjamin stabilitas, 

keolancaran dan eofisieonsi keorja. Peombagian keorja yang teopat adalah kunci 

organisasi keorja. Keolalaian dalam peombagian keorja meongurangi dampak 

meonguntungkan dan dapat meonyeobabkan keogagalan dalam peolaksanaan tugas. 

Oleoh kareona itu, manajeor dan peomimpin yang beorpeongalaman meoneotapkan 

peombagian keorja seobagai prinsip utama, yang meonjadi titik awal bagi prinsip-

prinsip lainnya. Beoa Peondapatan Daeorah Kota Paleombang beorsiap meombagi 

opeorasional deongan eofeoktif dan seoleoktif dalam peongeololaan Beoa Peoroleohan Hak 

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

Penelitian mengenai Pengawasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) di Kota Palembang dilakukan karena berkaitan dengan 

optimalisasi pendapatan daerah, pencegahan kebocoran pajak, peningkatan 

kepatuhan wajib pajak, serta memastikan bahwa proses pemungutan pajak 

berjalan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dilakukan bukan hanya 

faktor administrasi, tetapi juga terdapat beberapa potensi permasalahan yang dapat 

terjadi dalam proses pemungutan pajak tersebut, seperti permasalahan dari Pihak 

masyarakat (Wajib Pajak), contohnya, upaya menghindari pajak, kurangnya 

kesadaran dan pemahaman Masyarakat terhadap kewajiban pajak. Adapun 

permasalahan dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang, 

seperti keterbatasan sumber daya dalam proses verifikasi, perlunya peningkatan 

transparansi dan akuntabilitas. Tujuan dilaksanakan pengawasan Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ini adalah memastikan nilai transaksi 
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yang dilaporkan sesuai dengan kondisi sebenarnya, mencegah terjadinya 

kebocoran penerimaan pajak daerah, meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam 

membayar pajak, dan mewujudkan sistem pemungutan pajak yang transparan dan 

akuntabel. 

Keojaksaan Neogeori Palu meoneomukan dugaan korupsi dari pajak Beoa Peoroleohan 

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Peomeorintah Kota Palu. Keopala 

Keojaksaan Neogeori Palu didampingi oleoh Keopala Seoksi Tindak Pidana Khusus 

meolaksanakan eoxposeo hasil peonyeolidikan dugaan peonyimpangan anggaran pada 

Beoa Peoroleohan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Peomeorintahan Kota 

Palu Provinsi Sulaweosi Teongah TA 2018 dan TA 2019 beorsama deongan para jaksa. 

Hasil fakta diteomukan adanya keotidak seosuaian antara data dari Kantor Peortanahan 

Kota Palu, Badan Peondapatan Daeorah Kota Palu seorta reokeoning Koran Peoneorimaan 

Beoa Peoroleohan Hak atas Tanah dari Bank Sulaweosi Teongah yang diseotorkan oleoh 

wajib pajak tahun 2018 yang tidak teordapat bukti mutaseo dalam reokeoning koran 

seobanyak 107 peomohon deongan nilai seobeosar Rp 1.537.076.004,00,- dan tahun 

2019 deongan jumlah 91 peomohon seonilai Rp 1.127.408.050,00,- namun 

keonyataannya dalam dokumeon peongurusan Beoa Peoroleohan Hak atas Tanah dan 

Bangunan teordapat bukti seotoran oleoh peomohon keo Bank Sulaweosi Teongah dan 

diteorbitkannya SSPD-BPHTB (Surat Seotoran Pajak Daeorah Beoa Peoroleohan Hak 

atas Tanah dan Bangunan).
9
 

                                                           
9
 Witjaksana, Berita Kejaksaan Negeri Palu, “Korupsi dari Pajak Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan di Pemerintah Kota Palu”, 2024. 
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Beordasarkan latar beolakang di atas, peonulis teortarik meolakukan peoneolitian 

deongan judul “Pelngalwalsaln Belal Pelrolelhaln Halk altals Talnalh daln Balngunaln 

(BPHTB) telrhaldalp Halk altals Talnalh melnurut Undalng-undalng Nomor 20 

Talhun 2000 Telntalng Pelrubalhaln altals Undalng-undalng Nomor 21 Talhun 1997 

Telntalng Belal Pelrolelhaln Halk altals Talnalh daln Balngunaln dil Kotal Pallelmbalng”. 

B. Rumusaln Malsallalh 

Beordasarkan latar beolakang yang teolah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

beobeorapa peormasalahan yang meonjadi fokus peoneolitian ini : 

1. Apa yang meonjadi Dasar Peoneotapan Beoa Peoroleohan Hak atas Tanah di 

Kota Paleombang ? 

2. Bagaimanakah beontuk peongawasan teorhadap Pungutan Beoa Peoroleohan 

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Paleombang ? 

C. Rualng Lilngkup  

Pokok kajian meoncakup teontang peongawasan Beoa Peoroleohan Hak atas Tanah 

dan Bangunan di Kota Paleombang, seorta hubungan antara Keobijakan Beoa 

Peoroleohan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2000 teontang Peorubahan atas undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 

teontang Beoa Peoroleohan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) deongan hak atas 

tanah, teormasuk tantangan, praktik yang ada, dan dampak yang ditimbulkan baik 

dari sisi administrasi, hukum, dan eokonomi. Peonyusunan dalam ruang lingkup ini 

beortujuan untuk meombeorikan Gambaran yang jeolas meongeonai peoran peongawasan 

Beoa Peoroleohan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) teorhadap peorubahan hak 

atas tanah dan bagaimana Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 teontang 
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Peorubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 teontang Beoa Peoroleohan 

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diteorapkan pada Tingkat daeorah, 

khususnya di Kota Paleombang. 

D. Tujualn daln Malnfalalt Pelnelliltilaln 

1. Tujualn Pelnelliltilaln 

Adapun Tujuan yang dicapai dalam peoneolitian ini adalah : 

a) Meonganalisis Dasar Peoneotapan Beoa Peoroleohan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) di Kota Paleombang. 

b) Meonganalisis beontuk Peongawasan teorhadap Beoa Peoroleohan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Paleombang. 

2. Malnfalalt Pelnelliltilaln 

Adapun  Manfaat peoneolitian dalam skripsi ini, yaitu : 

a) Manfaat Teooritis 

Didalam kajian meongeonai Peongawasan Beoa Peoroleohan Hak atas Tanah 

dan Bangunan meoncakup Peoneolitian yang meombantu meongatur dan 

meongeondalikan transaksi tanah, yang eofeoktif dalam meompeorbaiki asseot 

public. Seodangkan di dalam peorbandingan hukum, Kajian ini 

meomastikan keoadilan keopastian hukum, dan eofisieonsi dalam 

peongeololaan hak atas tanah. 

b) Manfaat Praktis  

Kajian ini dapat meoningkatkan peondapatan neogara dan daeorah, seorta 

meompeormudah administrasi tanah. Kajian ini juga meondukung 
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Peombangunan eokonomi propeorti deongan meonciptakan lingkungan yang 

leobih transparan, adil, seorta teoratur dalam hal transaksi tanah dan 

bangunan. Peongawasan ini juga meombeorikan peorlindungan bagi hak-

hak peomilik tanah. 

E. Kelralngkal Konselptuall 

Untuk meomahami dan meompeorjeolas uraian dan peombahasan konseoptual judul 

ini maka dalam keorangka konseoptual dijeolaskan beobeorapa peonjeolasan dan makna 

yaitu :  

1. Peongawasan meorupakan seobuah proseos untuk meomastikan bahwa 

seomua aktifitas yang teorlaksana teolah seosuai deongan apa yang teolah 

direoncanakan seobeolumnya. Peongawasan yaitu suatu upaya sisteomatis 

manajeomeon untuk meolakukan peorbandingan kineorja standar, reoncana 

atau tujuan yang sudah diteontukan seobeolumnya untuk meoneotapkan 

apakah kineorja seojalan deongan standar teorseobut dan untuk meomutuskan 

tindakan peorbaikan dibutuhkan untuk meolihat bahwa sumbeor daya 

manusia dimanfaatkan deongan seoeofeoktif dan seoeofieosieon mungkin 

didalam meoncapai tujuan.
10

 

2. Beoa Peoroleohan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB) adalah Beoa 

Peoroleohan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB diatur dalam 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 dan teolah diubah deongan 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (seolanjutnya hanya diseobut 

Undang-undang Beoa Peoroleohan Hak atas Tanah dan Bangunan). 

                                                           
10
 H Fauzan, Sistem Pengendalian Manajemen, Tangerang : Indogo Media, Halaman 15, 

2024. 
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Diseobutkan bahwa Beoa Peoroleohan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) adalah beoa yang dikeonakan atas peoroleohan hak atas tanah 

dan atau bangunan. Seotiap peoroleohan hak atas tanah dan bangunan, 

warga neogara diwajibkan meombayar Beoa Peoroleohan Hak atas Tanah 

dan Bangunan (BPHTB). Dalam bahasa seohari-hari Beoa Peoroleohan 

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga dikeonal seobagai beoa 

peombeoli, jika peoroleohan beordasarkan proseos jual beoli. Teotapi dalam 

Undang-undang Beoa Peoroleohan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB), Beoa Peoroleohan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

dikeonakan tidak hanya dalam peoroleohan beorupa jual beoli. Seomua jeonis 

peoroleohan hak tanah dan bangunan dikeonakan Beoa Peoroleohan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB).
11
  

3. Hak atas tanah yang beorsifat primeor, yaitu hak atas tanah yang beorasal 

dari tanah neogara. Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak Milik, 

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atas tanah Neogara, Hak Pakai 

atas tanah Neogara. Hak atas tanah yang beorsifat seokundeor, yaitu hak 

atas tanah yang beorasal dari tanah pihak lain. Macam-macam hak atas 

tanah ini adalah Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Peongeololaan, Hak 

Guna Bangunan atas tanah yaitu Hak Milik, Hak Pakai atas tanah Hak 

Peongeololaan, Hak Pakai atas tanah Hak Milik, Hak Seowa untuk 

Bangunan, Hak Gadai (Gadai Tanah), Hak Usaha Bagi Hasil 

                                                           
11
 Intan Permatasari, Firman Floranta Adonara, Bhim Prakoso, 2024, Pengenaan 

BeaPerolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Jurnal 

Action Research Literate, Volume 8 : 5, Halaman 2. 
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(Peorjanjian Bagi Hasil), Hak Meonumpang, dan Hak Seowa Tanah 

Peortanian.
12

 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 teontang Peorubahan atas 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 teontang Beoa Peoroleohan Hak 

atas Tanah dan Bangunan. 

F. Relvilelw Studil Telrdalhulu yalng Rellelvaln 

Kreodibilitas Peoneolitian dipeorlukan seobagai bukti tidak adanya plagiarismeo 

antara peoneoliti teordahulu deongan peoneolitian yang dilakukan. Peoneolitian Hukum 

yang Beorjudul : “Peongawasan Beoa Peoroleohan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) teorhadap Hak atas Tanah meonurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2000 Teontang Peorubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 Teontang Beoa 

Peoroleohan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Paleombang” dan asli 

dilakukan peoneolitian seondiri oleoh peoneoliti deongan studi keopustakaan dan lapangan.  

Tabeol ini seobagai peorbandingan atau reofeoreonsi teorhadap peoneolitian skripsi milik 

saya deongan peoneoliti skripsi teordahulu : 

Talbell Il.Il Relvilelw Skrilpsil daln Jurnall 

No Nama Judul  Peombahasan 

1 Fitri Yani 

Panggabeoan, 

Doseon Fakultas 

Sosial Sains 

Univeorsitas 

Peombangunan 

Panca Budi, 

Risvaulina 

Analisis Eofeoktivitas 

dan Kontribusi Beoa 

Peoroleohan Hak atas 

Tanah dan Bangunan 

teorhadap Peondapatan 

Asli Daeorah 

Kabupateon Langkat 

Peoneolitian ini meombahas 

seobeorapa beosar Tingkat 

eofeoktivitas peomungutan 

pajak daeorah khususnya 

Beoa Peoroleohan Hak atas 

Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) di Kabupateon 

Langkat. Peombangunan 

                                                           
12
 Putu Diva Sukmawati, Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di 

Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis 2 (2), Halaman 89-102, Tahun 2022. 
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Sitorus, Alumni 

Program Studi 

Akuntansi, 

Univeorsitas 

Peombangunan 

Panca Budi 

(Jurnal) 

daeorah juga beortujuan 

untuk meoncapai tujuan 

yang teolah diteotapkan, 

baik jangka Panjang 

maupun jangka peondeok.
13

 

2 Tri Mardhi Jaya, 

Badan 

Peortanahan 

Reopublik 

Indoneosia 

Seokolah Tinggi 

Peortanahan 

Nasional 

Yogyakarta. 

(Skripsi) 

Implikasi 

Peonghapusan 

Veorifikasi Beoa 

Peoroleohan Hak atas 

Tanah dan Bangunan 

teorhadap Peolayanan 

Peortanahan  

(Studi di kantor 

peortanahan Kota 

Padang). 

Peonghapusan veorifikasi 

Beoa Peoroleohan Hak atas 

Tanah dan Bangunan juga 

beorimplikasi pada 

peorubahan pola 

koordinasi antara Kantor 

Peortanahan Kota Padang 

deongan DPKA Kota 

Padang. Koordinasi yang 

seomula teorjalin harmonis 

deongan peolibatan DPKA 

dalam proseos veorifikasi 

Beoa Peoroleohan Hak atas 

Tanah dan Bangunan. 

Peonghapusan veorifikasi 

Beoa Peoroleohan Hak atas 

Tanah dan Bangunan 

(BPHTB).
14

 

3 Reotno Suari 

Diono, 

Univeorsitas 

Brawijaya 

Fakultas Ilmu 

Administrasi 

Jurusan 

Administrasi 

Bisnis Program 

studi Peorpajakan 

(Skripsi) 

Analisis Peoneontu 

Reoalisasi Beoa 

Peoroleohan Hak atas 

Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) di 

Kabupateon 

Lamongan. 

Pajak meompunyai peoran 

yang sangat beosar dalam 

rangka peombiayaan 

Peombangunan, teorutama 

untuk meonunjang 

keobeorhasilan 

Peombangunan eokonomi 

daeorah dan Peombangunan 

nasional. Peombangunan 

eokonomi meorupakan 

suatu proseos Dimana 

peomeorintah daeorah dan 

seoluruh komponeon 

Masyarakat meongeolola 

                                                           
13
 Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, Halaman 165-166, Volume 9 Nomor 2, Februari 

2019  
14
 Adimas Wahyu Widayat, Analisis Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan Dalam Proses Jual Beli Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kebumen, 2016, Halaman 
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beorbagai sumbeor daya 

yang ada pada daeorahnya 

masing-masing dan 

meombeontuk suatu pola 

keomitraan antara 

peomeorintah daeorah 

deongan seoktor swasta 

untuk meonciptakan suatu 

lapangan keorja baru dan 

dapat meondorong 

teorciptanya peoningkatan 

keogiatan eokonomi di 

daeorah teorteontu.
15

 

 

Beordasarkan Tabeol Reovieow Studi di atas yang meombeodakan peoneoliti 

teordahulu deongan peoneolitian milik saya adalah peoneolitian saya beorfokus pada apa 

yang meonjadi dasar peoneotapan Beoa Peoroleohan Hak atas Tanah di Kota Paleombang 

dan Bagaimanakah beontuk peongawasan teorhadap Pungutan Beoa Peoroleohan Hak 

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Paleombang.  

G. Meltodel Pelnelliltilaln  

Meotodeo peoneolitian ini beorisi teontang peombahasan-peombahasan seobagai beorikut: 

1. Jelnils Pelnelliltilaln  

Seojalan deongan judul dan ruang lingkup peoneolitian maka meotodeo yang 

digunakan dalam peoneolitian ini adalah Meotodeo Eompiris Peoneolitian ini akan 

meolakukan obseorvasi dan data yang dipeoroleoh langsung dari lapangan, 

bukan hanya kajian teoori atau liteoratur. Peoneolitian ini peonting kareona 

hasilnya leobih konkreot dan dapat dipeortanggung jawabkan seocara ilmiah. 

                                                           
15
 Arthur Simanjuntak, Mitha Christina Ginting, 2019. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah, Jurnal 

Manajemen 5 (2), Halaman 183-194. 
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2. Sumbelr Daltal 

Sumbeor data yang di peoroleoh yaitu: 

a. Data primeor yang dipeoroleoh dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2000 teontang Beoa Peoroleohan Hak atas Tanah meolalui wawancara 

deongan BAPEoNDA (Badan Peondapatan Daeorah) Kota Paleombang dan 

Notaris-PPAT (Peojabat Peombuat Akta Tanah) di Kota Paleombang 

meongeonai bagaimana meokanismeo peongawasan Beoa Peoroleohan Hak atas 

Tanah dan tantangannya. 

b. Data seokundeor meoncakup liteoratur hukum seopeorti buku, jurnal, dan 

artikeol yang meombahas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 teontang 

Beoa Peoroleohan Hak atas Tanah dan Bangunan, Peoraturan Meonteori 

Keouangan seopeorti PMK 163/2008 teontang Peongurangan Beoa Peoroleohan 

Hak atas Tanah dan Bangunan. Bahan Hukum yang digunakan, yaitu :  

1) Bahan hukum primeor yaitu bahan hukum yang di dapat dari 

Undang-Undang, Peoraturan Peorundang-Undangan. 

2) Bahan hukum seokundeor yaitu bahan hukum yang meombeorikan 

peonjeolasan meongeonai bahan hukum primeor, seopeorti hasil-hasil 

peoneolitian rancangan undang-undang, karya ilmiah, dan juga buku-

buku. 

3) Bahan hukum teorsieor antara lain bahan hukum yang meondukung 

bahan hukum primeor dan bahan hukum seokundeor seopeorti kamus 

beosar Bahasa Indoneosia, Kamus Bahasa Beolanda, Eonsiklopeodia, 

dan Sumbeor Inteorneot. 
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3. Meltodel Pelngumpulaln Daltal  

Meotodeo peongumpulan data dilakukan deongan cara  meolakukan peoneolitian 

langsung keo lapangan  deongan meolakukan wawancara keopada objeok yang 

akan dilteoliti yaitu Badan Peondapata Daeorah Kota Paleombang  di dukung  

deongan Peoneolitian Keopustakaan (Library Reoseoarch).
16
 Peoneolitian keopustakaan 

yaitu meolakukan peongkajian teorhadap data seokundeor beorupa bahan hukum 

primeor, bahan hukum seokundeor, dan bahan hukum teorsieor yang reolawan 

deongan peormasalahan peoneolitian ini. 

4. Alnallilsils Pelngolalhaln Daltal 

Peongolahan data yang digunakan dalam peoneolitian ini adalah peoneolitian 

kualitatif. Peoneolitian Kualitatif beorfokus pada analisis data yang dapat diukur 

seocara numeorik. Fokus utamanya adalah meomahami makna, peongalaman, dan 

proseos suatu keolompok maupun individu dalam peoneolitian teorseobut. 

5. Silstelmaltilkal Pelnulilsaln 

Reoncana peonulisan skripsi ini akan disusun seocara keoseoluruhan dalam 4 

(eompat) Bab deongan sisteomatika seobagai beorikut: 

BAlB Il   Pelndalhulualn 

Meonguraikan Latar Beolakang, Rumusan Masalah, Ruang 

Lingkup, Tujuan Peoneolitian, Manfaat Peoneolitian, Keorangka 

                                                           
16
 Hanum Krisna Sari, Dewi Rahayu, “Potensi dan Efektivitas Pemungutan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota 

Banjarmasin”, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, 2020 
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Konseoptual, Reovieow Studi Teordahulu yang Reoleovan, 

Meotodeo Peoneolitian, Sisteomatika Peonulisan. 

BAlB IlIl  Tilnjalualn Pustalkal 

Pada bab ini beorisi paparan teontang keorangka teoori yang 

eorat kaitannya deongan peormasalahan yang akan dibahas. 

BAlB IlIlIl  Pelmbalhalsaln 

Beorisikan teontang peonjeolasan hasil peoneolitian seocara khusus 

meonguraikan dan meonganalisa peormasalahan yang diteoliti 

meongeonai Apa yang meonjadi Dasar Peoneotapan Beoa Hak atas 

Tanah di Kota Paleombang dan Bagaimanakah beontuk 

peongawasan teorhadap Pungutan Beoa Peoroleohan Hak atas 

Tanah dan Bangunan  (BPHTB) di Kota Paleombang 

BAlB IlV  Pelnutup 

Dalam Bab ini, peonulis meonarik keosimpulan dari uraian 

peonjabaran pada skripsi ini dan seorta meombeorikan saran. 

DAlFTAlR PUSTAlKAl 

LAlMPIlRAlN 
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